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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan tax review yang telah dilakukan oleh penulis terhadap CV.X 

mengenai kewajiban PPh dan PPN selama tahun 2021, maka dapat diambil kesimpulan 

seperti berikut: 

1. Untuk pemenuhan kewajiban PPh, CV.X belum melakukan kewajibannya terkait 

dengan PPh secara optimal. Untuk PPh Pasal 4 Ayat (2), CV.X sudah melakukan 

perhitungan terkait penghasilan final dengan tarif 0,5% dengan benar, yang 

menghasilkan nilai sebesar Rp. 23.818.952. Laporan Realisasi PPh Final DTP juga 

telah dilaporkan oleh CV.X secara tepat waktu, yaitu sebelum tanggal 20 setiap 

bulannya. Namun, untuk Laporan Realisasi PPh Final DTP pada masa September 

2021, terdapat selisih sebesar Rp. 565.862 dan tidak dilakukan pembetulan sampai 

tahun 2023, sehingga CV.X perlu membayar utang pajak tersebut.                                      

Untuk PPh Pasal 21, CV.X telat melakukan penyetoran PPh Pasal 21 untuk masa 

Januari dan Oktober 2021. Selain itu, perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai 

tetap terdapat selisih karena perbedaan penerapan biaya jabatan, serta perbedaan 

pengenaan PPh terhadap THR dan Bonus. Untuk pegawai tidak tetap, perhitungan 

sudah dilakukan dengan benar, tetapi terjadi salah pengkategorian terhadap 8 

pegawai tidak tetap, yang seharusnya dikategorikan sebagai pegawai tetap. 

Terakhir untuk PPh Pasal 22, karena tidak terdapat transaksi dengan BUMN selama 

tahun 2021, maka CV.X tidak perlu melakukan perhitungan dan melaporkan PPh 

Pasal 22. 

2. Untuk pemenuhan kewajiban PPN, CV.X sudah melakukan kewajibannya terkait 

dengan PPN secara optimal. CV.X telah melakukan perhitungan Pajak Keluaran, 

Pajak Masukan, dan PPN Kurang/Lebih Bayar dengan tarif dan cara perhitungan 

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk Faktur Pajak Keluaran yang 

batal dan diganti, CV.X tidak memasukkannya lagi ke dalam perhitungan dan di 
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dalam SPT Masa PPN dicantumkan dengan nilai 0. Untuk Faktur Pajak Masukan 

yang terlambat didapatkan CV.X juga sudah dikreditkan ke masa pajak setelahnya, 

karena keterlambatan tersebut hanya 1 bulan. Untuk penyetoran dan pelaporan 

PPN, CV.X juga tidak pernah terlambat dan selalu tepat waktu dalam penyampaian 

SPT Masa PPN, yaitu sebelum akhir bulan berikutnya untuk setiap masa. Sehingga 

dapat dikatakan CV.X sudah memenuhi kewajiban perpajakannya terkait PPN 

dengan baik dan benar.  

3. Untuk kepatuhan terhadap seluruh kewajiban perpajakannya, CV.X masih 

dikategorikan sebagai Wajib Pajak tidak patuh, karena terdapat beberapa 

ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidakpatuhan 

tersebut diantaranya terdapat perbedaan jumlah DPP yang dilaporkan dalam 

Laporan Realisasi PPh Final DTP dan tidak menyampaikan pembetulan, 

keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21, serta perbedaan jumlah penyetoran PPh 

Pasal 21 pada setiap masa. CV.X juga tidak memiliki Laporan Keuangan yang 

diaudit oleh Akuntan Publik. Meskipun demikian, CV.X telah memenuhi kriteria 

Wajib Pajak patuh lainnya, yaitu CV.X tidak pernah dipidana atau dijatuhi 

hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. 

 

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan tax review 

terhadap kewajiban PPh dan PPN CV.X selama tahun 2021, penulis merekomendasikan 

saran yang diberikan kepada CV.X sebagai berikut: 

1. CV.X sebaiknya memperhatikan jumlah Peredaran Bruto yang akan dilampirkan 

dalam Laporan Realisasi PPh Final DTP dan mengecek kembali apakah jumlah 

Peredaran Brutonya sudah sesuai atau belum dengan Daftar Jumlah Penghasilan 

Bruto dan Pembayaran PPh Final, supaya tidak terjadi lagi perbedaan DPP yang 

dilaporkan, seperti yang terjadi pada masa September 2021. Terlebih lagi, 

perbedaan nilai DPP yang telah disebutkan di atas baru diketahui saat penulis 

melakukan tax review ini, sehingga CV.X tidak sempat melakukan pembetulan, 

dan harus melakukan pembayaran sejumlah selisih kekurangan tersebut. Maka 
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CV.X juga perlu untuk mengecek kembali Laporan Realisasi PPh Final DTP yang 

telah dilaporkan setelah tahun pajaknya berakhir, agar dapat segera melakukan 

pembetulan jika terjadi kesalahan dalam pelaporan. 

2. CV.X perlu lebih teliti lagi dalam mengelompokkan pegawai tetap dan pegawai 

tidak tetapnya, agar tidak terjadi kesalahan dalam memasukkannya ke dalam SPT 

Masa PPh 21, karena pada review diketahui sebanyak 8 pegawai yang seharusnya 

dikategorikan pegawai tidak tetap, malah dikategorikan sebagai pegawai tidak 

tetap. Maka pemenuhan PPh Pasal 21 dikategorikan tidak taat, karena adanya 

kesalahan alokasi ini.  

3. CV.X perlu memperhatikan waktu penyetoran PPh agar tidak terjadi keterlambatan 

dan tidak berpotensi dikenai denda akibat keterlambatan tersebut. Faktanya pada 

PPh 21, terdapat keterlambatan pada masa Januari dan Oktober sampai dengan 1 

minggu. CV.X dapat membuat reminder untuk menjadi pengingat agar tidak terjadi 

keterlambatan lagi. 

4. CV.X perlu melakukan audit secara berkala, untuk memastikan Laporan Keuangan 

yang dibuat dapat diverifikasi kebenarannya serta untuk meminimalisir kesalahan-

kesalahan dalam pengakuan akun-akun yang terdapat dalam Laporan Keuangan. 

Laporan Keuangan yang telah diaudit dapat semakin menempatkan CV.X sebagai 

perusahaan yang patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.  

5. CV.X perlu melakukan tax review secara berkala, untuk memastikan bahwa 

kewajiban perpajakannya sudah dilakukan dengan baik dan benar, dan sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Karena saat dilakukan tax review yang 

dilakukan penulis, ada beberapa hal yang baru diketahui. Karena CV.X dibantu 

oleh konsultan pajak dalam mengurusi perpajakannya, maka pihak konsultan pajak 

perlu membantu melakukan tax review ini.  
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